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Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan

TPI 2.08.1.2/2 SKS (1-1)/1

Mampu melaksanakan prinsip-prinsip hukum
perkapalan dan perikanan, penggolongan, tugas

dan kewajiban orang-orang dalam usaha
perkapalan dan  perikanan, syarat-syarat
bekerja, surat-surat penting dan mampu

menerapkannya sesuai
perundang-undangan

ketentuan peraturan

Tatap
No Kompetensi Sub Kompetensi / Pokok Bahasan Muka
ke
1 | Menjelaskan Ketentuan umum hukum maritim dan 1
pengertian hukum, perikanan, Cape Town Agreement (CTA),
klasifikasi kapal dan International Convention for the
istilah-isilah di bidang | Prevention of Pollution from Ships
kelautan dan (MARPOL)
perikanan
2 | Mengidentifikasi 2.1 Penggolongan orang-orang dalam 2
penggolongan orang- usaha perkapalan
orang dalam usaha 2.2 Klasifikasi Nelayan berdasarkan
perkapalan perairan
3 | Mengidentifikasi Syarat-syarat untuk bekerja di kapal, 3
syarat-syarat untuk STCW-F
bekerja di kapal, hak
dan kewajiban awak
kapal
4 | Menelaah maksud 4.1 Jenis sertifikat dan dokumen kapal 4
utama, pengecualian 45 peperapan dokumen-dokumen
dan pemberlakuan Kkapal
ketentuar} umum 4.3 Peraturan-peraturan disesuaikan 5
ordonansi kapal 1935 dengan ketentuan yang ditetapkan
SOLAS 1974
S | Mengidentifikasi 1.1 Struktur organisasi/jabatan di 6
Struktur organisasi / kapal
jabatan di kapal 1.2 Hak dan kewajiban awak kapal
6 | Mengidentifikasi 6.1 Jenis dokumen muatan 7
pengertian dan
ketentuan-ketentuan S !
tentang ordonansi 6.2 Mal.”lne insurance di kapal
karantina perikanan
Ujian Tengah Semester 8
7 | Mengidentifikasi Mahkamah pelayaran 9
perihal mahkamah
pelayaran




Tatap

No Kompetensi Sub Kompetensi / Pokok Bahasan Muka
ke
8 | Mengidentifikasi batas- | 8.1 Zona-zona Laut UNCLOS 10
batas, zona dan 8.2 Kewenangan yurisdiksi masing-
kewenangan masing zona
yurisdiksinya, serta 8.3 Kewenangan pengelolaan perikanan 11
wilayah /kawasan di Kawasan yang dikelola REMO
maritim
9 | Mengidentifikasi jalur- | 9.1 Jalur Penangkapan ikan 12
J.alur penangkapan 9.2 Wilayah Pengelolaan Perikanan 13
ikan, dan Wilayah . .
. Republik Indonesia
Pengelolaan Perikanan
Indonesia
10 | Mengidentifikasi dan Perijinan dan jenis usaha perikanan 14
menerapkan perijinan | 10.1 Praktik menerapkan hukum
dan jenis usaha perkapalan dan perikanan
perikanan, hukum 10.2 Permasalahan di dunia perikanan 15
perkapalan dan
perikanan

Ujian Akhir Semester 16
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